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ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk untuk melaksanakan  ketentuan Pasal  

11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dalam rangka 

menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 
perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota; Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah 

melaksanakan rapat pleno Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 
2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam 

Berita Acara Nomor 253/PL.02.2-BA/1771/2/2024 Tanggal 24 Agustus 

2024; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum 

Kota Bengkulu tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai 
Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 

2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024. 

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana 



telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345); Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 295 Tahun 2024 
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024). 

 

- Dalam keputusan ini menetapkan bahwa Persyaratan Pendaftaran 

Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 oleh Partai Politik 

Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam 

Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu sebagai berikut: 1. Menetapkan 

Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan 

Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 

2024 paling sedikit 8,5 % (delapan setengah persen) dari seluruh 

jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun, yaitu paling sedikit 18.456 

(delapan belas ribu empat ratus lima puluh enam) suara sah, 2. Syarat 
berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Walikota 

dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 terhitung sejak Penetapan 

Pasangan Calon; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan. 

   

CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 24 Agustus 2024; 

- Lampiran: - 

 


